
GTJBERIYI,'R LAMPTJNG

PERATI'RAIT GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 53 TAHI'N 2019

TENTANG

REITCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVIISI LAMPUNG TAHUN 2O2O

DENGAN RAIIMAT TUHAI{ YANG MAHA ESA

Menimbang

GT'BERITI'R LAUPT'IYG,

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya dalam
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi ta.mpung Nomor 4
Tahun 2O19 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung dan sebagai tindaklanjut
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat {2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu
menetapkan Perubahan Rencana Keq'a Pemerintah Daerah
Provinsi la.mpung Tahun 2O2O derrgarl Peraturan Gubsrnur
Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor
26881;

2. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangern Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan [.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentar:g Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2O05-2025
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor
33, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
aTool;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keqia Pemerintah
Daerah Tahun 2O2O;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (kmbaran
Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Berita Daerah 314);

11. Peraturan Daerah Provinsi L,ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung (l-embaran Berita Daerah Tahun 2O19
Nomor 4);

PERATURAN GUBERNUR TEI{TAJTG REI|CAIYA XER.'A
PEMERII{TAH DAERAH PROVIISI LAMPUNG
TAHI TC 2()2().

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



BAB I
KEIEIYTUAIT I'UUM

Pasel 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi la-mpung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur l,ampung.
4. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelen ggara Pemerin tahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan sleh keqenterian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perenc€rnaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencana€rn Daerah untuk periode I (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode l(satu) tahun.

16. Rencana Keq'a dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

17. Program adalah bentuk instrumen kebdakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Derah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.
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18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumtrer
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun Ernggarzrn berikutnya.

22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

23. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

BAB U

REISCAITA I(ER^'A DAN SISTEM,ATIIIA RI(PD

Pasal 2

(1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020 terdiri dari:
a. Buku I : tentang kerangka ekonomi makro, arah kebijakan keuangan

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan
kegiatan, dan pendanaan;

b. Buku II : tentang program dan rencaaa kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi la.mpung.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan

tahunan daerah yang berisikan dokumen perenc€rnaan pembangunan Provinsi
Lampung untuk tahun 2020 periode tanggal I Januari 2019 dan berakhir
sampai dengan tanggal 3l Desember 2020.

Pasal 3

(1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan KUA APBD

Provinsi Lampung dan PPAS Tahun 2020.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Keg'a Perangkat

Daerah Tahun 2020;
b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten / Kota Tahun 2O2O; dan

c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi l,ampung dalam menyusun Rancangan

APBD Provinsi La.mpung tahun 2020.

Paral 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi

Lampung Tahun 2020.
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Paral 5
F)alam rangka pelaksanaar r€ncana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-ha1 sebagai
berikut:
a. Kepala Perangkat Daer eh membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas

pelaksanaan rencana I erja dan anggaran yang berisi uraian tentant keluaran
kegiatan dan indikator inerja masing-masing program;

b. Iaporan sebasaimana r imaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur
Lampung melalui Bap reda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah
berakhimya triwulan ta run berjalan; dan

c. Laporan kine{a menje 'li masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi
kinerja pelaksanaan p :mbangunan Perangkat Daerah pada antgaran tahun
berikutnya.

BAB III
NEf,EI{TUAI5 PEIITTI'P

Paral 6
Dengan ditetapkar Peratu:an Gubemur ini, maka Peraturan Gubernur lampung
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Keg'a Pemerintah Daerah Provinsi
Larupung Tahun 2020 din3 atakan dicabut dan ildak berlaku tagi.

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mrilai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat m,:ngetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan pener lpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.
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BTRITA DAERAII PROVTN iU IrAMPIIIIG TAIilTN 2019 NOMOR l.?.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Okrober

GI,BERIYI'R L/ITPI'I[G,
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